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Abstract

We shall call a political system democratic wheraliows the free formulation of
political preferences, through the use of basiceff@ns of association, information, and
communication, for the purpose of free competiti@tween leaders to validate at regular
intervals by non-violent means their claim to rulke;democratic system does this without
exluding any effective political office from thatmpetition or prohibiting any members of the
political community from expressing their prefererby norms requiring the use of force to
enforce them.

Democratic criteria by G. Bingham Powell jr. :)(the legitimacy of the government rest
on a claim to represent the desires of citizensit T$) the claim of the government to obedience
to its laws is based on the government’s assettobe doing what they want it to do. (2) The
organized arrangement that regulates this bargafnlemitimacy is the competitive political
election. Leaders are elected at regular intervalad voters can choose among alternative
candidates. In practice at least two political pas that have a change of winning are needed to
make such choices meaningful. (3) Most adults @atigipate in the electoral process, both as
voters and as candidates for important politicafics. (4) Citizens votes are secret and not
coerced. (5) Citizens and leaders enjoy basic feedof speech, press, assembly, and
organization. Both established parties and new amak to gain members and voters.

Kata kunci: demokrasi, konsep demokrasi, trangsiakrasi, implementasi demokrasi.

A. Pendahuluan

Sejarah peristilahan demokrasi  dapat ditelusandhj ke belakang. Konsep ini
ditumbuhkan pertama kali dalam praktik negara kataani dan Athena (450 SM dan 350 SM).
Dalam tahun 431 SM, Pericles, seorang negarawaartex Athena, mendefinisikan demokrasi
dengan mengemukakan beberapa kriteria: (1) perabBantoleh rakyat dengan partisipasi rakyat
yang penuh dan langsung.; (2) kesamaan di depamhul8) pluralisme, yaitu penghargaan atas
semua bakat, minat, keinginan dan pandangan; dape(¥yhargaan terhadap suatu pemisahan
dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekskmaskepribadian individual (Roy C
Macridis, 1983:19-20). Dalam zaman yang sama kita gapat berkenalan dengan pemikiran
politik Plato, Aristoteles, Polybius dan Cicero,tukh menyebut sebagian diantara jajaran

pemikir masa itu, yang juga meletakkan dasar-daagirpengertian demokrasi.



Dalam perkembangannya kemudian, pertumbuhanhistdmokrasi mengalami masa
subur dan pergeseran ke arah pemoderenan padaketzssagunan kembali darenaissance.
Dalam masa ini muncul pemikiran-pemikiran besatateg hubungan antara
penguasa atau negara di satu pihak dengan rakyaihak lain. Yaitu pemikiran baru dan
mengejutkan tentang kekuasaan dari Niccolo MacHig\ld69-1527), serta pemikiran tentang
kontrak sosial dan pembagian kekuasaan dari Thétobbes (1588-1679), John Locke (1632-
1704). Pemikiran-pemikiran dari sejumlah nama bésesebut telah memberikan sumbangan
yang penting bagi upaya pendefinisian kembali atdualisasi istilah demokrasi (Eef Saefullah
Fatah, 1994:5).

Satu hal yang kita baca dari berbagai studi penedun istilah demokrasi adalah bahwa ia
tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembamgagarakat. Semakin tinggi tingkat
kompleksitas maka semakin rumit dan tidak sederpatea demokrasi didefinisikan. Salah satu
hasil akomodasi pendefinisian demokrasi terhadagkét perkembangan masyarakat adalah
semakin tergesernya kriteria partisipasi langsuaiyat dalam formulasi kebijakan, yang
menjadi kriteria pertama Pericles, oleh model p&ilaa. Selain itu penempatan posisi dan
peran penguasa atau negara juga senantiasa menpgafatefinisian ulang, bergeser dari posisi
dan peran “penjaga malam” atau “pemadam kebak&earah posisi dan peran yang lebih besar
dan menentukan (Eef Saefullah Fatah, 1994:6).

B. Demokrasi menurut Para Ahli

Kita dapat menelusuri berbagai pendefinisian deasiksebagai sebuah ide politik
modern seperti berikut ini:

Robert A. Dahl dalam studinya yang terkenal manga lima kriteria bagi demokrasi
sebagai sebuah ide politik (Robert A. Dahl, 1985810 Yaitu : (1) persamaan hak pilih dalam
menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2}igpasi efektif, yaitu kesempatan yang
sama bagi semua warga negara dalam proses pembkeypamusan secara kolektif; (3)
pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang Isagn setiap orang untuk memberikan
penilaian terhadap jalannya proses politik dan pertahan secara logis; (4) kontrol terakhir
terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan ekskagifnbasyarakat untuk menentukan agenda
mana yang harus dan tidak harus diputuskan melploses pemerintahan, termasuk

mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain amalbalga yang mewakili masyarakat; dan (5)



pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencalempua orang dewasa dalam kaitannya
dengann hukum. Dalam definisinya ini Dahl tampakhaetingkan keterlibatan masyarakat
dalam proses formulasi kebijakan, adanya pengawssdiadap kekuasaan dan dijaminnya
persamaan perlakukan negara terhadap semua wagg@ansebagai unsur-unsur pokok
demokrasi.

Pendefinisian demokrasi yang sejalan dengan Datand dari April Carter, William
Ebenstein dan Edwin Fogelman. Carter mendefinisitamokrasi secara ringkas, padat dan
tepat sebagai “membatasi kekuasaan” (April Cari€85:25). Sementara Ebenstein dan
Fogelman lebih melihat demokrasi sebagai pengharg#as sejumlah kebebasan, yang
kemudian dirinci oleh mereka ke dalam kriteriagail konseptual berikut: (1) empirisme
rasional; (2) pementingan individu; (3) teori mshental tentang negara; (4) prinsip
kesukarelaan; (5) hukum di balik hukum; (6) penakapada soal cara; (7) musyawarah dan
mufakat dalam hubungan antarmanusia; dan (8) peamamsasi semua manusia. Kesemua
kriteria tersebut diletakkan oleh Ebenstein danekogn dalam klonteks penghargaan kebebasan
setiap orang dalam mengekspresikan diri dan kepgarinya ( William Ebenstein dan Edwin
Fogelman, 1987: 185).

Lyman Tower Sargent memberikan definisi terhademakrasi yang berada dalam
nuansa yang sama. Menurut Sargent dermokrasi nratisya adanya keterlibatan rakyat dalam
pengambilan keputusan, adanya persamaan hak daaméaga negara, adanya kebebasan dan
kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahardan dimiliki oleh warga negara, adanya
sistem perwakilan yang efektif, dan akhirnya adargystem pemilihan yang menjamin
dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas (Lyman €o®argent, 1987: 29).

Kriteria demokrasi yang lebih menyeluruh diajukdeh Gwendolen M. Carter, John H.
Herz dan Henry B. Mayo, Carter dan Herz mengkomnsgisasikan dermokrasi sebagai
pemerintahan yang dicirikan oleh dijalankannyap#prinsip berikut. (1) Pembatasan terhadap
tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungagi lmdividu dan kelompok dengan jalan
menyusun pergantian pimpinan secara berkala, @atibdamai, dan melalui alat-alat perwakilan
rakyat yang efektif. (2) Adanya sikap toleransihtetap pendapat yang berlawanan, (3)
Persamaan di dalam hukum yang diwujudkan dengaap siknduk pada rule of law tanpa
membedakan kedudukan politik. (4) Adanya pemilijiang bebas dengan disertai adanya model

perwakilan yang efektif. (5) Diberinya kebebasanpb#isipasi dan beroposisi bagi partai



politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat parseorangan serta prasarana pendapat
umum semacam pers dan media massa. (6) Adanya qremeghn terhadap hak rakyat untuk
menyatakan pandangannya betapapun tampak salatidd&npopulernya pandangan itu. (7)
Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minorit#s perorangan dengan lebih
mengutamakan penggunaan cara-cara persuasi daosididikripada koersi dan represi
(Gwendolen M. Carter dan John H. Herz, 1982: 86-87)

Selanjutnya, Henry B. Mayo menyebutkan nilai-nBarikut ini sebagai nilai-nilai yang
harus dipenuhi untuk mendefinisikan demokrasi.M&pyelesaikan pertikaian-pertikaian secara
damai dan suka rela. (2) Menjamin terjadinya pdnmabhasecara damai dalam suatu masyarakat
yang selalu berubah. (3) Pergantian penguasa deagsnr. (4) Penggunaan paksaan sesedikit
mungkin. (5) Pengakuan dan penghormatan terhadap keianekaregaman. (6) Menegakkan
keadilan. (7) Memajukan ilmu pengetahuan. (8) Pkuga dan penghormatan terhadap
kebebasan (Miriam Budihardjo, 1995: 165).

Definisi lain yang tampaknya lebih dialamatkanuknkasus Amerika Serikat, diajukan
oleh Austin Ranney. Ranney mendiskripsikan krit&riteria demokrasi ke dalam hal-hal
berikut: kedaulatan umum, yaitu pemberian kekuasadimggi kepada rakyat dalam pembuatan
keputusan politik; persamaan politik, konsultasiunmatau publik; dan kekuasaan mayoritas
(Gwendolen M. Carter, 1982). Definisi yang sekaliptmum namun lebih bersifat komparatif
diberikan oleh Arend Lijphart. Dengan membandimgkeiaktik demokrasi di dunia pertama
dengan dunia ketiga. Lipjphart mengkonseptualisasidemokrasi sebagai perpaduan antara
pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragamganderpeliharanya stabilitas politik
dan pemerintahan (Arend Lijphart, 1980: xvi-xxv).

Masih dalam kerangka pendefinisian yang bersifaimm dan menyeluruh, Amien Rais
memaparkan adanya sepuluh kriteria demokrasi. Yy partisipasi dalam pembuatan
keputusan; (2) persamaan di depan hukum; (3) lolistripendapatan secara adil; (4) kesempatan
pendidikan yang sama; (5) empat macam kebebasan,kgbebasan mengeluarkan pendapat,
kebebasan persuratkabaran, kebebasan berkumpkéblebasan beragama; (6) ketersediaan dan
keterbukaan informasi; (7) mengindahkan tatakrarohtilp (8) kebebasan individu; (9)
semangat kerjasama; dan (10) hak untuk protes [A\R&s, 1986: XVi-xxv).

Definisi lain dengan memfokuskan perhatian padaa@u sejumlah kecil ¢



kriteria khusus diajukan oleh Alfian, Sundhaussan Neher. Alfian mendefinisikan demokrasi
sebagai sebuah sistem politik yang memelihara kdsgigan antara konflik dan konsensus
(Alfian, 1986: 236-237). Demokrasi, dengan demikiamemberikan peluang bagi perbedan
pendapat, persaingan dan pertentangan di antaxadundkelompok, atau diantara keduanya, di
antara individu dengan pemerintah, dan di antardb&ga-lembaga pemerintah sendiri. Namun,
demokrasi mensyaratkan bahwa segenap konflik ittadae dalam tingkatan yang tidak
menghancurkan sistem politik. Sistem politik digellemokrasi jika ia berkemampuan
membangun mekanisme dan prosedur yang mengatur ndaryalurkan konflik menjadi
konsensus.

Sementara itu Ulf Sundhaussen mensyaratkan desiokebagai suatu sistem politik
yang menjalankan tiga kriteria: (1) dijaminnya hedmua warga negara untuk memilih dan
dipilih dalam pemilu yang diadakan secara berkala lbebas yang secara efektif menawarkan
peluang kepada penduduk untuk mengganti elit yaeghenintah dengan yang lainnya; (2)
semua warga negara menikmati kebebasan berbie@ghnisasi dan memperoleh informasi,
dan beragama; serta (3) dijaminnya hak yang samadegan hukum (Ulf Sundhaussen,
“Demokrasi dan Kelas Prisma, No. 2 Tahun XXI, 19931,64).

Clark D. Neher melihat demokrasi dari sudut jamiterhadap pluralisme. Bagi Neher,
demokrasi adalah suatu sistem politik yang di dalmmterdapat jaminan bagi setiap elemen
pluralitas untuk mengekpresikan kepentingannya aemlisertai tetap terjaganya kestabilan dan
kelangsungan sistem politik tersebut (Clark D. Neh892).

Dengan menelusuri berbagai definisi dan kriteriengenai demokrasi di depan, dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut. Demokrasi ddatebuah paradoks. Di satu sisi ia
mensyaratkan adanya jaminan kebebasan serta pdbeakgmpetisi dan berkonflik namun di
sisi lain ia mensyaratkan adanya keteraturan, kista dan konsensus. Demokrasi seyogyanya
diperlakukan semata sebagai sebuah cara atau prdaesbukan sebuah tujuan, apalagi
disakralkan.

Dilihat dari sudut praktik politik demokrasi dalanujud empirik, dapat diindentifikasi
ada beberapa tahapan transformasi (dalam istilahl) Datau gelombang (dalam istilah
Huntingtin). Robert A. Dahl membagi perjalanan s#japraktik demokrasi ke dalam tiga tahap
transformasi. Transformasi demokrasi pertama adadmhokrasi yang kecil ruang lingkupnya,

berbentuk demokrasi langsung. Tahap transformaseijadi dalam praktik politik Yunani dan



Athena. Transformasi demokrasi kedua diwujudkan gden diperkenalkannya praktik
republikanisme, perwakilan dan logika persamaatel&e itu, transformasi demokrasi ketiga
dialami oleh kehidupan politik modern saat ini. &pan ketiga ini dicirikan oleh belum adanya
kepastian apakah kita akan kembali ke masyaral@t &emacam Yunani Kuno dan Athena
adalah tidak mungkin.Tahapan-tahapan ini, bagaimamamembewa Dahl pada penegasan
bahwa yang akan dicapai di masa depan adalah s&bdemokrasi yang lebih maju. Yaitu
demokrasi yang memusatkan diri pada pencariarbsusumber ketidaksamaan daripada
berusaha melaksanakan persamaan dalam masyarakak.itu jalan yang ditempuh demokrasi
maju adalah penyebarluasan sumberdaya ekonomi,sipatan kesempatan melalui
penyebarluasan pengetahuan, informasi dan ketram(ttlef Syaifullah Fatah, 1994:5).

Samuel Huntington memaparkan sejarah praktik demsokdengan cara yang agak
berbeda. Huntington membagi sejarah pelaksanaankiasn di dunia ke dalam tiga gelombang
(Samuel Huntington, 1991: 13-26). Gelombang pertéei@kar pada Revolusi Amerika dan
Perancis dan ditandai oleh tumbuhnya institusiingtnasional yang demokratis sebagai sebuah
fenomena abad ke-19. Gelombang kedua dimulai padang Dunia 1l, yang ditandai dengan
perimbangan baru dalam konstelasi anatarbangsaaf®k#rang serta bermunculannya negara-
negara pascakolonial. Sementara gelombang ketigaulai tahun 1974 ditandai oleh
berakhirnya kediktatoran Portugal dan terus beutagiengan gelombang besar demokratisasi di
seluruh bagian dunia secara spektakuler hinggantdBQ0. Di antara satu gekombang dengan
gelombang lain, menurut Huintington, terjadi “fapembalikan”. Gelombang pembalikan
pertama terjadi tahun 1920-an dan 1930-an dengambdeya bentuk-bentuk tradisional
kekuasaan otoriter atau tumbuhnya bentuk-bentw@iterisme. Gelombang pembalikan kedua
terjadi pada tahun 1950-an ketika terjadi perturabubtoritarianisme, terutama dalam kasus

Amerika Latin.

C. Transis Demokrasi di Indonesia

Menurut Hegel, sistem politik demokrasi adalahdraban sejarah. Cepat atau lambat
sistem ini akan hadir pada semua masyarakat. &ejarzat manusia menunjukkan bahwa sistem
politik berubah dari monarki (satu orang memerihtatenjadi oligarki (sekelompok orang
memerintah) dan akhirnya demokrasi (semua orang emetah). Sebuah sistem politik

demokrasi, kata Hegel yang kemudian diambil olein€is Fukuyama, adalah akhir sejarah.



Tesis di atas telah dibuktikan sejarah. Laporanran Freedom Hause yang bermarkas
di New York untuk tahun 1996 menyebutkan, seba@kegara dari 191 negara yang ada di
dunia saat ini telah memenuhi kualifikasi sebaggjama bebas sejak survey terakhir tahun 1987.
Jika data ini kita tambahkan dengan negara-negarg sebagian bebas, yakni negara demokrasi
tetapi masih membatasi hak-hak asasi, maka seb&@®glersen dari penduduk dunia tahun
1996 hidup dalam masyarakat yang relatif bebashdibgkan 41 persen pada tahun 1987 (Afan
Gaffar, 2001:10).

Samuel Huntington mengidentifikasi tiga gelombadgmokratisasi dalam sejarah
manusia. Gelombang pertama antara tahun 1828 hib@gé, gelombang kedua tahun 1943
hingga tahun 1962, Sejak tahun 1974, menurutnyaiadumemasuki gelombang ketiga
demokratisasi dengan lebih banyak lagi negara rdedgmokratis. Gelombang demokratisasi
ini juga diikuti arus balik di mana beberapa neggaag telah menjadi demokrasi kembali
menjadi otoriter. Kendati demikian, gelombang derat&asi selalu datang dan lebih banyak
negara menjadi demokratis (Huntington, 1991) Sulituk menolak tesis Hegelian yang
didukung data historis ini. Demokrasi, meskipun adss balik, adalah suatu yang tak terelakkan
dan bakal hadir bagi semua negara.

Indonesia adalah salah satu dari negara yang gedamasuki gelombang ini. Setelah 32
tahun berkuasa, rezim Jenderal Soeharto yangikaatiba runtuh pada 21 Mei 1998 di tengah
krisis ekonomi Asia. Kondisi politik Indonesia, l@ganapun, masih masih belum jelas benar
apakah kekuatan-kekuatan demokrasi akan menang.ih Msglit dibayangkan bahwa
pemerintahan militer yang baru sekuat rezim lam&abanuncul kembali. Militer telah
kehilangan harga diri yang serius dan menjadi ddegah setelah pengungkapan catatan buruk
pelanggaran HAM yang diperbuatnya, dan masyarakdt telah semakin terorganisasi dan
bersatu dalam menolak militer kembali ke kekuasaan

D. Empat Model Transisi

Bagaimanakah sebuah sistem politik otoriteer nuengeemokratis? Menurut Samuel
Huntington (1991), yang mengenalkan empat modelul@dran politik transformasi
(transformation), penggantian (replacement), intervensi (intervention), dan transplasi

(transplacement).



Model transisi yang pertama adalah transformasalam kasus ini, pemerintah
meliberalisasi sistem politik yang ada. Demokraiistatang dari atas. Transisi ini terjadi ketika
negara(state) kuat dan masyarakat sigdivil society)lemah. Transisi demokratisasi di Taiwan
di awal tahun 1990-an mengikuti jalur ini dimanangeintah Kuomintang menyelenggarakan
sebuah pemilu demokratis untuk menghadirkan derspraegara pulau itu.

Model transisi kedua adalah penggantian, di mam@epintah dipaksa meyerahkan
kekuasaannya dan digantikan oleh kekuatan-kekuefasisi. Demokratisasi muncul dari
bawah. Transisi model ini terjadi ketika negara dandan masyarakat sipil kuat. Transisi
demokrasi di Filipina, di mana Ferdinan Marcos Bgaameninggalkan negerinya dan digantikan
Cory Aquino, bisa diambil sebagai contoh dari trsineodel ini.

Model ketiga adalah campuran antara transformasi genggantian dan karenanya
disebut transplasi. Model ini terjadi karena pemtah masih kuat dan kekuatan-kekuatan
oposisi tidak cukup kuat untuk menggulingkan pesgugang ada. Jadi sebuah proses negosiasi
berlangsung antara pemerintah dan oposisi untukentekan transformasi sistem politik
bertahap menuju sistem politik lebih demokratis. Balma (1990) menyebutnya sebagai
perubahan yang dinegosiasikan, dimana elit baikepetahan maupun dari masyarakat sipil
merundingkan perubahan politik. Polandia adalahsalatu contoh, di mana Serikat Buruh
Solidaritas yang dipimpin Lech Walesa berundinggaenmiliter untuk mencapai demokrasi.
Apa yang terjadi di Polandia adalah transisi mewuigonokrasi melalui negosiasi.

Model keempat yang disebut Huntington Adalah isan:enuju demokratisasi yang
dipaksakan oleh kekuatan luar. Contoh kasus yaggsbadalah Panama, di mana tentara AS
menahan presiden dari pemerintahan militer dengduhian terlibat perdagangan obat terlarang.
Selanjutnya, sebuah pemilu demokratis diselenggaraktuk memilih pemerintah baru.

Harus diingat bahwa dalam kenyataannya keempaeinhsisi ini tidak berlangsung
dalam bentuknya yang asli. Sebagai contoh dalaseprdemokratisasi dari atas (transformasi),
desakan yang berarti dari bawah, meskipun lemalaluséderlangsung. serupa dengan
demokratisasi dari bawah, semacam negosiasi dgregarrintah juga dilakukan. Hanya dalam
kasus-kasus yang ekstrim model transisi yang asfiabgsung. Transisi menuju demokrasi

dalam konteks ini selalu merupakan campuran abtvarapa model (Arief Budiman, 2000:53).

E. Implementasi Demokrasi di Indonesia



Harold Crouch, seorang yang menaruh perhatiagesdresar terhadap politik Indonesia,
pernah sedikit pesimis mengenai prospek demokidsiddnesia. Demokrasi merupakan topik
yang semakin menarik untuk dijadikan bahan diskiogik oleh kalangan akademisi maupun
politisi. Khusus mengenai demokrasi di Indones@jkt itu menjadi sangat menarik perhatian
masyarakat 10 tahun terakhir ini. Hal ini karenangr menaruh perhatian yang sangat besar akan
terjadinya masa transisi menuju kehidupan poliikgylebih baik di Indonesia.

Arus demokratisasi telah melanda semenanjung aeb#gimur Asia, termasuk di
dalamnya Korea Selatan dan Taiwan. Di Asia Tenggd@ilgpina merupakah contoh konkrit
terjadinya transisi menuju demokrasi. Sementara ajd&¥ sudah lama mempraktikkan
demokrasi konstitusional. Thailand juga sudah meliagkan perubahan yang sangat substantif
dalam kehidupan politiknya yang demokratik.

1. Demokrasi Normatif dan Demokrasi Empirik

Dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahamantaieg demokrasi, yakni
pemahaman secara normatif dan pemahaman secaraketdptuk pemahan yang terakhir ini
juga disebut sebagai demokrasi prosedural. Dalamapaman secara normatif, demokrasi
merupakan sesuatu yang secara idial hendak dilakatieas diselenggarakan oleh sebuah negara,
seperti misalnya kita mengenal ungkapan “pemerantattari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat”. Ungkapan normatif tersebut, biasanyar@iteahkan dalam konstitusi pada masing-
masing negara, misalnya dalam UUD 1945 naskaHwelemandemen sebagai berikut:

“ Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakudepenuhnuya oleh MPR (Pasal 1 ayat 2).

“ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluagikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya, ditetapkan dengan UU” (Pasal 28).

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pendudukkuntemeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaatuniPasal 29 ayat 2).

Kutipan pasal-pasal dan ayat-ayat UUD 1945 di atasupakan definisi normatif dari
demokrasi. Tetapi, kita juga harus memperhatikdwbaapa yang normatif belum tentu dapat
dilihat dalam konteks kehidupan politik sehari-hdaiam suatu negara. Oleh karena itu, adalah
sangat perlu melihat bagaimana makna demokrasiresesrapirik, yakni demokrasi dalam
perwujudannya dalam kehidupan politik praktis.

Kalangan ilmuwan politik, setelah mengamati ptaldemokrasi di berbagai negara,

merumuskan demokrasi secara empirik dengan mengaarsejumlah indikator tertentu. Juan



Linz, misalnya mendefinisikan demokrasi sebagaikber“We shall call a political system
democratic when it allows the five formulation dflifical preferences dst.....Pemahaman
demokrasi dalam konteks seperti ini mengizinkaa kihtuk mengamati: apakah dalam suatu
sistem politik pemerintah memberikan ruang geralgyeukup bagi warga masyarakatnya untuk
melakukan partisipasi guna memformulasikan hakigohereka melalui organisasi politik yang
ada. Di samping itu, kita diperkenankan untuk memga sejauh mana kompetisi antara para
pemimpin dilakukan secara teratur untuk mengisataf public. Mengapa teratur? Hal ini
untuk menghindari kemungkinan seseorang mempeaté&hmengisi jabatan politik secara terus
menerus, tanpa pembatasan, seperti yang kita saksik Spanyol pada zaman Franco dan
Yugoslavia pada zaman Tito.

Hampir semua teoritisi, bahkan sejak zaman klas#falu menekankan, bahwa
sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi it@ahadakyat ataudemos, populusOleh
karena itu, selalu ditekankan peram@mosyang senyatanya dalam proses politik yang berjalan.
Paling tidak menentukan masalah apa yang hendakudkan serta ikut menentukan dalam
pengambilan keputusan.

Diantara para ilmuwan politik, Robert Dahl yandim® banyak menaruh perhatian
terhadap demokrasi kontemporer. menurut Dahl aflantah prasarat untuk sebuah sistem
demokrasi:

Pertama, akuntabilitasDalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yanghdgeh
rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebnaksa yang hendak dan telah
ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapampertanggungjawabkan ucapan atau kata-
katanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalahlager dalam kehidupan yang pernah,
sedang, bahkan akan dijalaninya. Pertanggungjawpsebut tidak hanya menyangkut dirinya,
tetapi juga menyangkut keluarganya dalam arti.lYastu, perilaku anak dan isterinya, juga
sanak keluarganya, terutama yang terkait dengaatgabya. Dalam konteks ini, si pemegang
jabatan harus bersedia menghadapi apa yang disebagai‘public scrutiny”, terutama yang
dilakukan oleh media massa yang ada.

Kedua, rotasi kekuasaamalam demokrasi, peluang akan terjadinya rota&ulsaan
harus ada, dan dilakukan secara teratur dan daladi.tidak hanya satu orang yang selalu
memegang jabatan, sementara peluang orang lainuggrsama sekali. Biasanya, partai-partai

politik yang menang pada suatu pemilu akan dibeseknpatan untuk membentuk eksekutif



yang mengendalikan pemerintahan sampai pada pamitiarikutnya. Dalam suatu negara yang
tingkat demokrasinya masih rendah, rotasi kekuasaahiasanya rendah pula. Bahkan peluang
untuk itu samngat terbatas. Kalaupun ada, halatwa akan dilakukan dalam lingkungan yang
terbatas di kalangan elit politik saja.

Ketiga, rekritmen politik yang terbukaUntuk memungkinkan terjadinya rotasi
kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen polmkg terbuka. Artinya, setiap orang
memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan potdikg dipilih oleh rakyat mempunyai sama
dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatarsetaut. Dalam negara yang tidak
demokratis, rekruitmen politik biasanya dilakukaecara tertutup. Artinya, peluang untuk
mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh bebesiggelintir orang saja.

Keempat, Pemilihan Umunbalam suatu negara demokrasi, Pemilu dilaksanakeara
teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa unggighak untuk memilih dan dipilih dan
bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengandid&hhati nuraninya. Ada kebebasan
untuk menentukan partai atau calon mana yang akhrkuhgnya, tanpa ada rasa takut atau
paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas metigg@gala macam aktivitas pemilihan,
termasuk di dalamnya kegiatan kampanye dan merkakgierhitungan suara.

Kelima, menikmati hak-hak dasdbalam suatu negara yang demokratis, setiap warga
masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar merelkaasbebas, termasuk di dalamnya adalah
hak untuk menyatakan pendap@éédom of expressipnhakm untuk berkumpul dan berserikat
(freedom of assemblydan hak menikmati pers yang bel&eedom of press)Hak untuk
menyatakan pendapat dapat digunakan untuk menenprederensi politiknya, tentang suatu
masalah, terutama yang menyangkut dirinya dan malsytasekitarnya. Dengan kata lain, dia
punya hak untuk ikut menentukan agenda apa yanerldian. Hak untuk berkumpul dan
berserikat dapat diwujudkan dengan memasuki berlbaganisasi, politik dan non-politik, tanpa
dihalang-halangi oleh siapapun dan institusi manapgebebasan pers dalam suatu masyarakat
yang demokratik mempunyai makna bahwa pers dapayampaikan informasi apa saja yang
dipandang perlu, sepanjang tidak mempunyai elememghina, menghasut, ataupun mengadu
domba sesama warga masyaraakat.

Indikator atau elemen-elemen dasar dari demoknasnerupakan elemen yang umum
dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama ipuolitik. Dengan elemen ini, kita dapat

menghindarkan diri dari etnosentrisme. Pemahamamoki@si merupakan pemahaman yang



universal. Namun di dalam pengimplementasianngigktitertutup kemungkinan beradaptasi
dengan elemen nilai-nilai lokal dalam suatu linglam politik tertentu. Tentu saja, kita dapat
mengamati seberapa jauh interaksi antara nilaieusal demokrasi dengan nilai-nilai lokal

saling menopang satu sama lain. Ada kemungkinanddapat melihat perbedaan implementasi

demokrasi dari satu negara dengan negara lainnya.

2. Demokrasi di Indonesia

Dalam membicarakan tentang demokrasi di Indoneslak bisa dilepaskan dari alur
periodisasi pemerintahan masa revolusi kemerdel&amerintahan Parlemen{eepresentative
democracy),Pemerintahan Demokrasi Terpimgguided democrady dan Pemerintahan Orde
Baru(Pancasila democracy).

a. Demokrasi pada Pemerintahan Masa Revolusi Kegkaah

Para penyelenggara negara pada awal periode kekaam mempunyai komitmen yang
sangat besar dalam mewujudkan demokrasi politikndonesia. Hal itu terjadi karena latar
belakang pendidikan mereka. percaya, bahwa demdkiaan merupakan sesuatu yang hanya
terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesaag perlu diwujudkan. Tidak banyak
yang akan dibicarakan menyangkut demokrasi padeeipet@han periode ini (1945-1949),
kecuali beberapa hal yang fundamental yang merupaledetakan dasar bagi demokrasi di
Indonesia untuk masa-masa selanjutnya.

Pertama, political franchiseyang meyeluruh. Para pembentuk negara, sudah sejak
semula, mempunyai komitmen yang sangat besar tgphdémokrasi, sehingga begitu kita
menyatakan kemerdekaan dari pemerintah koloniahrigkel, semua warga negara yang sudah
dianggap dewasa memiliki hak-hak politik yang sataapa ada diskriminasi yang bersumber
dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Kalawmatagikuti risalah sidang-sidang BPUPKI, kita
kan menemukan dengan jelas bagaimana besarnyankempara pembentuk negara terhadap
demokrasi. Hal ini kemudian terwujud dalam NaskdbDURI yang pertama, 1945. Jika kita
mengamati sejarah politik dari berbagai negara $mri Eropapolitical franchaisetersebut
diberikan secara perlahan-lahan. Yang pertamankainiliki hak politik adalah para raja dan
keluarganya, kemudian kalangan feodal, dan disaletl para pemilik modal. Kaum buruh dan
petani memiliki hak-hak politik yang belakangariapg mereka lebih beruntung dibanding kaum

wanita yang memiliki hak-hak politik pada sekitarmulaan abad kedua puluh. Di Amerika



serikat, masyarakat Kulit Hitam baru memiliki hadlipk yang menyeluruh sekitar awal 1960-
an.

Kedua, Presiden yang secara konstitusional ada kemungkimauk menjadi seorang
diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Naalidndonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk
menggantikan parlemen.

Ketiga,dengan “Maklumat Wakil Presiden”, maka dimungkimkerbentuknya sejumlah
partai politik, yang kemudian menjadi peletak ddsagi sistem kepartaian di Indonesia untuk
masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupark paté

Implementasi demokrasi pada masa pemerintahausevkemerdekaan baru terbatas
pada interaksi politik parlemen dan berfungsinyes p@ng mendukung revolusi kemerdekaan.
Elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhraryaijud, karena situasi dan kondisi
yang tidak memungkinkan. Sebab, pemerintah harunusatkan seluruh energinya untuk
bersama-sama dengan rakyat mempertahankan kemanddka menjaga kedaulatan negara,
agar kesatuan tetap terwujud.

Partai-partai politik tumbuh dan berkembang denggpat. Tetapi, fungsinya yang paling
utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kexkaath, dengan menanamkan kesadaran
untuk bernegara serta menanamkan semangat antriatigee dan kolonialisme. Karena
keadaan yang tidak mengizinkan, pemilihan umumrbedapat dilaksanakan, sekalipun hal itu

sudah merupakan salah satu agenda politik yangautam

b. Demokrasi Parlementer

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalatn 1950-1959. Dengan
menggunakan UUD Sementara sebagai landasan kermtéilnya. Periode ini disebut
pemerintahan parlementer. Masa ini merupakan mejsgdan demokrasi di Indonesia, karena
hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dedardupan politik di Indonesia.

Pertama, lembaga perwakilan rakyat memainkan peranan yamgat tinggi dalam
proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuaseatemen itu diperlihatkan dengan sejumlah
mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yanggaiebatkan kabinet harus meletakkan

jabatannya.



Kedua,akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi padamnya sangat tinggi. Hal ini
dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan geganlah media massa sebagai alat kontrol
sosial.

Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleluapg yang sebesar-
besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalasa nma Indonesia menganut sistem
banyak partai. Ada hampir 40 partai politik yanbetituk dengan tingkat otonomi yang sangat
tinggi dalam proses rekruitmen. Campur tangan petaér boleh dikatakan tidak ada sama
sekali.

Keempatsekalipun Pemilu hanya dilaksanakan satu kaltuyaada 1955, tetapi pemilu
tersebut benar-benar dilaksanakan dengan pringipkiasi.

Kelima, masyarakat pada umunya dapat merasakan bahwaakadtalsar mereka tidak
dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warggara dapat memenfaatkannya dengan

maksimal.

c. Demokrasi Terpimpin

Sejak berakhirnya Pemilu 1955, Presiden Soekaundah menunjukkan gekala ketidak
senangannya kepada partai-partai politik. Halenjatli karena partai politik sangat berorientasi
pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang peehatikan kepentingan politik nasional
secara menyeluruh.

Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total geoses politik yang berjalan pada
masa demokrasi parlementer. Apa yang disebut dewgamokrasi, tidak lain merupakan
perwujudan kehendak presiden dalam rangka menempdiknya sebagai satu-satunya institusi
yang paling berkuasa di Indonesia. Adapun karadttkryang utama dari perpolitikan pada era
Demokrasi Terpimpin adalah:

1. Kaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partayhasebagai elemen penopang dari tarik
tambang antara Soekarno, Angkatan Darat dan Farnaunis Indonesia.

2. Peranan lembaga legislatif dalam sistem pofiikional menjadi sedemikian lemah. Sebab
DPR-GR kemudian lebih sebagai instrument politilesRten Soekarno. Proses rekruitmen

politik untuk lembaga inipun ditentukan oleh presid



3. Soekarno dengan mudah menyingkirkan lawan-lap@itiknya yang tidak sesuai dengan
kebijaksanaannya atau yang berani menentangnyamiady lawan politiknya menjadi tahanan
politik, terutama yang berasal dari kalangan Isttm sosialis.

4. Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa puncaksdarangat anti-kebebasan pers. Sejumlah
surat kabar dan majalah diberangus oleh Soekagperts misalnya Harian Abadi, dari Masyumi
dan Harian Pedoman dari PSI (Afan Gaffar, 2001: 30)

5. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalaseprhubungan antara pemerintah Pusat
dengan pemerintah Daerah. Daerah-daerah memibkiooti yang sangat terbatas. UU tentang
Otonomi Daerah No. 1/1957, diganti dengan Penetapresiden, yang kemudian
dikembangkan menjadi UU No. 18 tahun 1965.

d. Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru

Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hamgak pernah terjadi. Kecuali yang
terdapat pada jajaran yang lebih rendah, sepebergur, bupati/walikota, camat dan kepala
desa. Kalaupun ada perubahan, selama Orde Barwa hangdi pada jabatan wakil presiden,
sementara pemerintahan secara esensial masitséetep

Rekruitmen politik tertutup. Dalam negara demadkratemua warga negara yang mampu
dan memenuhi syarat mempunyai peluang yang samek uméngisi jabatan politik tersebut.
Akan tetapi, di Indonesia, sistem rekruitmen teusdiersifat tertutup, keculi anggota DPR yang
berjumlah 400 orang. Pengisian jabatan di lembeggitnegara, seperti MA, BPK, DPA, dan
jabatan-jabatan dalam birokrasi, dikontrol sepeyaloleh lembaga kepresidenan.

Pemilihan Umum. Pemilu pada masa Orde Baru tdlahgsungkan sebanyak enam kali,
dengan frekuensi yang teratur, yaitu setiap limfaunasekali. Tetapi kalau kita mengamati
kualitas penyekenggaraannya, masih jauh dari seshateggnokrasi. Pemilu sejak tahun 1971,
dibuat sedemikian rupa sehingga Golkar memenag&anlipan dengan mayoritas mutlak (Afan
Gaffar, 2001: 33).

F. Penutup
Setelah mengungkap tentang wajah demokrasi Indoisegik masa pasca kemerdekaan
sampai sekarang, pertanyaan yang kemudian munalbhadagaimana propek demokrasi

Indonesia untuk masa-masa akan datang. Kita memapkeyakinan, bahwa demokrasi akan



dapat ditingkatkan kualitas pelaksanaannya di Iedian Hasil pembangunan selama lebih dari
tiga dasa warsa terakhir ini, menjadikan masyarék@dnesia mengalami transformasi sosial
yang sangat fundamental. Proses transformasi sdsi@ebut merupakan produk dari
pembangunan nasional yang berlangsung sejak Orde dzm Orde Reformasi. Tidak dapat
disangkal bahwa pembangunan nasional telah membasia positif di dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, sekalipun dengan timigiabusi yang masih belum baik. Dampak
dari kondisi ini adalah terjadinya tuntutan ke akahidupan politik yang lebih demokratis. Hal
ini merupakan suatu yang alami sifatnya.

Salah satu indikator dari keberhasilan demokraisiladn terjadinya rotasi kekuasaan
secara teratur dan damai, tanpa melalui kekerdsavat Pemilu 1999, dan Pemilu 2004 telah
terjadi rotasi kekuasaan secara damai. Pemilu 26@hjadi batu ujian apakah demokrasi di
Indonesia akan semakin menjadi kenyataan.

Tiga kriteria pokok praktik politik demokrasi ddh: Pertama,partisipasi politik yang
luas dan otonom. Praktik politik dermokrasi pertadarma mensyaratkan adanya partisipasi
politik yang otonom dari seluruh elemen masyarakarseorangan ataupun kelompok.
Pembatasan partisipasi adalah sebuah praktik ambit@si. Praktik politik demokrasi juga
mensyaratkan adanya partisipasi politik yang ludsam arti tidak ada pembatasan dan
eksklusivitas dalam penentuan sumber-sumber rekenit politik dan tidak ada pula
eksklusivitas dalam formulasi kebijakan-kebijakaritik.

Kedua,sirkulasi kepemimpinan politik secara efektif deompetitif. Praktik demokrasi
mensyaratkan adanya jaminan mekanisme sirkulaginrkieppinan politik yang diadakan secara
berkala, selektif, kompetitif dan melibatkan kesehan elemen masyarakat dalam prosesnya.
Baik keberkalaan, selektivitas maupun sifat kontipetiari sirkulasi kepemimpinan politik
merupakan criteria-kriteria operasional yang amamtipg. Namun, kriteria-kriteria tersebut
hanya akan memenuhi persyaratan demokrasi apabkiibatkan semua warga negara dalam
keseluruhan prosesnya.

Ketiga, kontrol terhadap kekuasaan yang efektif. Persganataktik demokrasi lain yang
tidak kalah pentingnya adalah adanya kontrol yafekté terhadap kekuasaan. Sentralisasi

kekuasaan dan akumulasi kekuasaan yang senjarahdaaidisi anti demokrasi.
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